PERMOHONAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

Nama OPD BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Nama PPID HENRYCO ARIE SAPIIE., SE
Batas Waktu Konsekuensi
No Konten Informasi Dasar Hukum . Keterangan
Pengecualian Akibat Jika Info Dibuka Manfaat Info Ditutup
1 2 3 4 5 6
Mengungkapkan data pribadi PNS yang|Melindungi data pribadi PNS yang bersifat
1 |Bio Data Elektronik ASN (Database) UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas _gu gkap ) pribadi yang : R unet pribadi yang :
bersifat rahasia rahasia
Mengungkapkan data pribadi PNS yang|Melindungi data pribadi PNS yang bersifat
2 |Dokumen / Berkas / Arsip ASN UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas _gu gikap . pri : yang : R unel pri ! yang :
bersifat rahasia rahasia
L X . 1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP .Pa.sal 17 hurufi Mengungkapkan data pribadi PNS yang Melindungi data pribadi PNS yang bersifat
3 [Nilai Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ASN 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan 1 Tahun . . .
. bersifat rahasia rahasia
Pekerjaan PNS Pasal 6
Daftar Kek: k t, d M kapk: dat ibadi  PNS Melindungi data pribadi PNS bersifat
4 aftar Kekayaan, ejuangan, asset, dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas engung ap .an ata pribadi yang|Me |n. ungi data pribadi yang bersifa
pendapatan /rekening bank ASN bersifat rahasia rahasia
Identitas ASN | disiplin d M kapk: dat ibadi  PNS Melindungi data pribadi PNS bersifat
5 Fn ! ?S yang I_“,e :?mggar Istplin dan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas engung ap .an ata pribadi yang| Ve |n. ungt data pribadi yang bersita
dijatuhi hukuman disiplin bersifat rahasia rahasia
Identitas ASN jukan izi M kapk: dat ibadi  PNS Melindungi data pribadi PNS bersifat
6 ent a? yang‘mengaju anizin UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h Tidak Terbatas engung ap .an ata  pribadi yang|vie |n. ungt data pribadi yang bersiia
perceraian/perkawinan bersifat rahasia rahasia
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf | dan Selama Proses . N -
. . . . . Dapat menjaga objektifitas penilaian dalam
7 |Harga Perkiraan Sendiri (HPS) huruf j Pengadaan Muncul Persaingan Usaha yang Tidak Sehat raneka proses PBJ
2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya Barang/Jasa grap
3 |Lokasi Server UU No. 1'1 Tahun 2.008 tentang Informasi dan Transaksi Tidak Terbatas Tindakan Kriminal/pengrusakan, pencurian Melindungi/mengamankan perangkat serta
Transaksi Elektornik/ITE (Pasal 30-37) data data
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Penerobosan/penjebolan sistem pengaman
9 |Internet Protocol / IP Address Private ) Y ) g : : Tidak Terbatas /pen; ! peng Melindungi/menjaga hak akses
Transaksi Elektornik/ITE (Pasal 30) komputer
UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Penyelahgunaan kapasitas bandwidth diluar
10 |Bandwidth Management ) ) J Tidak Terbatas Y € P Mangatur Kestabilan Penggunaan bandwidth
Transaksi Elektornik/ITE (Pasal 30) perutukan
Kode Akses Elektronik dan User UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi . . X . X
11 . . Tidak Terbatas Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan akses terhadap sistem
akses/password Transaksi Elektornik/ITE (Pasal 1 angka 16)
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
12 |Sistem Keamanan Elektronik KIP Pasal 17 huruf j Tidak Terbatas Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan jaringan
2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE
1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang
13 |Sistem Manajemen Database KIP Pasal 17 huruf j Tidak Terbatas  [Penyalahgunaan oleh pihak lain Menjaga keamanan database

2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE

11

Identitas Pribadi Wajib Pajak meliputi:

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang
ITE Pasal 16 dan Pasal 32

Tidal Tarhatac

Danualahaiinaan alah nihal lain

Melindungi/mengamankan data pribadi yang




No Konten Informasi Dasar Hukum Batas Walftu Konsekuensi Keterangan
Pengecualian Akibat Jika Info Dibuka Manfaat Info Ditutup
“ [Nama dan Alamat wp 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP e T TS P e e bersifat rahasia
Pasal 17 dan Pasal 16
Data Wajib Pajak meliputi: Jumlah 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang
15 Pembayaran Pajak, Tanggal Pembayaran, ITE Pasal 16 dan Pasal 32 Tidak Terbatas Melindungi/mengamankan data pribadi

Jumlah Piutang Pajak, Data Potensi Pajak,
Data Jumlah Pegawai

2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP
Pasal 17 dan Pasal 16

Penyalahgunaan oleh pihak lain

maupun badan hukum yang bersifat rahasia




